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ABSTRAK 
 
Nova Anwar. B111 09 059, Pertanggungjawaban Pidana Kapten 
Penerbang Terhadap Kecelakaan Pesawat Udara. Penulisan skripsi ini 
dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing I dan 
Kaisaruddin Kamaruddin sebagai Pembimbing II.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan-perbuatan 
yang termasuk dalam lingkup tindak pidana penerbangan dan untuk 
mengetahui pertanggungjawaban pidana Kapten Penerbang terhadap 
kecelakaan pesawat udara dan penyelesaian terhadap suatu kecelakaan 
pesawat udara. 
 
Dalam penulisan skripsi ini Penulis menggunakan metode 
penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap 
peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berhubungan 
serta dengan menganalisa kasus yang berkaitan dengan judul skripsi ini 
secara kualitatif yaitu menggunakan bahan yang ada semaksimal mungkin 
berdasarkan asas-asas, pengertian dan sumber hukum yang ada 
kemudian menarik kesimpulan dari analisa tersebut. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban 
pidana dapat dibebankan kepada Kapten Penerbang yang menyebabkan 
kecelakaan pesawat udara karena terdapat faktor kesengajaan dan/atau 
kelalaian. Dimana penerapan peraturan perundang-undangan nasional 
selain ketentuan dalam regulasi penerbangan internasional yaitu KUHP 
dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, 
bukanlah sebagai bentuk pengesampingan dari adagium lex specialis 
derogate legi generalix, akan tetapi sebagai suatu langkah guna 
tercapainya keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kasus kecelakaan pesawat terbang yang terjadi di Indonesia 
telah menyita perhatian masyarakat luas, selain karena interval 
waktu yang berdekatan dan melanda hampir seluruh maskapai 
penerbangan, juga yang paling menyorot perhatian publik adalah 
timbulnya korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Kepercayaan 
masyarakat atas kenyamanan dan keselamatan dalam 
penggunaan moda transportasi udara semakin berkurang, 
meskipun kebutuhan atas penggunaannya sangat tinggi.  
Perusahaan penerbangan selaku operator, oleh masyarakat 
dianggap lalai dan tidak profesional dalam pengelolaan 
perusahaan, disisi lain Pemerintah selaku regulator juga dianggap 
lamban dalam mengambil tindakan atas kondisi yang terjadi di 
lapangan serta tidak memiliki ketegasan dalam pengaturan atas 
perusahaan-perusahaan penerbangan yang tidak memenuhi 
standar keselamatan. 
Salah satu contoh adalah kasus kecelakaan pesawat udara 
Lion Air yang sudah sering terjadi dalam 11 tahun belakangan ini. 
Sampai pada suatu masa dimana kecelakaan pesawat udara 
tersebut dapat terjadi 3-4 kali dalam setahun, dan yang paling 
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banyak terjadi pada tahun 20061. Hal ini sangat mencemaskan bagi 
masyarakat, betapa tidak bahwa sebagian besar masyarakat 
Indonesia memilih jalur transportasi udara sebagai alternatif 
pengangkutan mereka dengan alasan cepat dan tidak memakan 
waktu lama untuk perjalanan keluar kota maupun keluar negeri. Hal 
ini sangat menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan maskapai 
penerbangan baik milik swasta ataupun milik pemerintah. 
Dengan demikian terdapat persaingan yang cukup ketat 
dalam usaha maskapai penerbangan ini, dan setiap maskapai 
mulai mematok harga serendah-rendahnya untuk satu rute 
perjalanan baik dalam negeri maupun luar negeri. Namun apakah 
dengan harga yang murah tersebut telah menjamin keamanan, 
keselamatan dan kenyamanan dalam penerbangan tersebut? Hal 
ini tidak pernah terlalu dipikirkan oleh masyarakat luas, yang 
penting bagi mereka adalah harga ongkos pesawat yang relatif 
murah dengan pelayanan yang memuaskan menurut mereka. Dan 
bagaimana pula dalam pemeliharaan dan penyediaan suku cadang 
pesawat? Kemudian dalam hal sumber daya manusianya (Human 
Resources) yang terlibat langsung dalam penerbangan seperti pilot 
dan awak pesawat lainnya. Apakah sudah memenuhi standard 
yang ditentukan? Dan apakah mereka juga mendapatkan pelatihan 
yang rutin seperti yang sudah ditetapkan? Hal ini dapat kita lihat 
                                                          
1
  http://gresik.co/2013/09/23/kronologi-kecelakaan-pesawat-lion-air-di-bali-denpasar, 
3 
 
dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan yang memuat bahwa setiap pesawat udara yang 
dioperasikan wajib memenuhi standard kelaiakudaraan, yang 
dimana apabila telah memenuhi standard kelaiakudaraan tersebut 
diberi sertifikat kelaiakudaraan setelah lulus pemeriksaan dan 
pengujian kelaiakudaraan. Dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 39 
bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan kelaiakudaraan 
dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan 
sertifikat dan/atau pencabutan sertifikat. Mengenai pengoperasiaan 
pesawat udara diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 
2009 dimana setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara 
untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat. Sertifikat 
tersebut yaitu sertifikat operator pesawat udara (air operator 
certificate), yang diberikan kepada Badan Hukum Indonesia yang 
mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga 
atau sertifikat pengoperasian pesawat udara (operating certificate), 
yang diberikan kepada orang atau Badan Hukum Indonesia yang 
mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan 
niaga. 
Hal-hal tersebut di atas sangat penting dalam mencegah 
terjadinya kecelakaan pesawat udara. Dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dicantumkan mengenai 
hal-hal yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan penerbangan 
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dalam pengoperasian pesawat udara seperti sertifikat kelayakan 
dan hal-hal lain yang menjamin keselamatan penerbangan. Dengan 
memperhatikan tujuan penerbangan antara lain adalah aman dan 
selamat maka jelaslah pemerintah harus mengupayakan situasi 
dan kondisi penerbangan yang aman dan selamat tanpa adanya 
ancaman dari tindakan yang membahayakan (unsafe condition). 
Namun kondisi kritis pada sektor penerbangan di Indonesia 
terjadi karena para pengelola di tingkat regulator dan operator 
bukanlah merupakan orang-orang profesional yang lebih 
mengutamakan keselamatan dan keamanan umum daripada 
kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang sangat diuntungkan 
oleh regulasi penerbangan yang ada. Pelanggaran hampir terjadi di 
semua level, baik ditingkat manajemen perusahaan maskapai, 
regulator, awak pesawat, maupun operator di lapangan. Kurangnya 
sikap profesionalisme tersebut membahayakan keselamatan 
pengguna jasa penerbangan, rendahnya sumber daya industri 
penerbangan itu sebagai akibat dari penyederhanaan kebijakan 
(deregulasi) industri penerbangan. Pemerintah diharapkan dapat 
merespon kondisi tersebut dengan membentuk dan/atau 
melakukan pembenahan atas regulasi yang berkaitan dengan 
penerbangan sehingga moda transportasi tersebut dapat 
memberikan keamanan dan kenyamanan 
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Dengan adanya hukum diharapkan dapat menciptakan 
keinginan masyarakat untuk hidup aman dan selamat terhindar dari 
kecelakaan. Hukum yang mengatur mengenai keselamatan ini telah 
dibuat sejak pertama kali pesawat dibuat yaitu menyangkut 
pengaturan rancang bangun, pembuatan, perakitan, perawatan, 
penyimpanan pesawat udara termasuk komponen-komponen dan 
suku cadangnya. Hukum juga menjangkau pengaturan mengenai 
personil yang mengawakinya, dimana mereka harus mempunyai 
sertifikat kecakapan. Walau telah ada hukum yang mengaturnya 
kecelakaan pesawat tetap tidak dapat dihindari. 
Dalam kecelakaan pesawat udara ada tiga faktor yang 
punya kemungkinan besar menjadi penyebab kecelakaan pesawat 
udara yaitu faktor manusia, faktor materiil, dan faktor media. Faktor 
manusia adalah setiap orang atau tenaga yang terlibat langsung 
dalam proses penerbangan (awak pesawat), seperti kapten terbang 
(pilot), co-pilot, teknisi pesawat udara, tenaga ruang penerangan 
(briefing office), dan tenaga operasi pengawas lalu lintas udara (Air 
Traffic Control-ATC). Hubungan antara awak pesawat dengan 
pesawat udara dapat sangat erat sekali, layaknya seperti jiwa raga 
pada manusia karena tanpa jiwa manusia hanyalah seonggok 
daging, demikian juga pesawat udara apabila tanpa awak pesawat 
sebenarnya hanyalah akan merupakan pesawat saja. Dalam 
Undang-Undang No.1 Tahun 2009 yang dimaksud dengan awak 
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pesawat tidak dijelaskan secara terperinci demikian juga dalam 
Undang-Undang No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan tidak 
ada penjelasan mengenai yang dimaksud dengan awak pesawat, 
sedangkan dalam Undang-Undang No.83 Tahun 1958 tentang 
Penerbangan yang digantikan oleh undang-undang terbaru, 
pengertian mengenai awak pesawat sangat lebih jelas disebutkan 
dalam ketentuan umum Pasal 1 e yaitu awak pesawat udara adalah 
nahkoda serta mereka yang selama dan bersangkutan dengan 
pengemudian selama penerbangan, menunaikan tugas di dalam 
pesawat udara. Tetapi dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang 
No. 15 Tahun 1992 pengertian mengenai Personil Penerbangan 
dinyatakan secara jelas, tugasnya secara langsung mempengaruhi 
keselamatan penerbangan. 
Awak pesawat udara (Personil Penerbangan) menurut 
undang-undang ini bukan hanya pilot tetapi mereka semua yang 
terlibat dalam kegiatan penerbangan termasuk juru teknik dan awak 
kabin. Pada penerbangan sipil komersil setiap awak pesawat 
masing-masing mempunyai fungsi dan peran tertentu di dalam 
pelaksanaan tugas penerbangan, dimana masing-masing 
mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda tergantung 
peranannya di dalam pesawat udara. Dalam pelaksanaan tugas 
tersebut dibutuhkan seseorang sebagai pimpinan yang juga 
bertanggung jawab dalam penerbangan tersebut. Jabatan tersebut 
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menurut terminology ICAO disebut Pilot In Commond (PIC) atau 
Kapten Penerbang menurut istilah yang digunakan dalam UU No. 
15 Tahun 1992. Dalam penjelasan dicantumkan bahwa pemberian 
wewenang kepada Kapten Penerbang tersebut sebagai dasar 
hukum untuk mengambil tindakan pencegahan tindak pidana dan 
menyelamatkan penerbangan. Faktor materiil atau faktor dari 
pesawat udara yang dapat menjadi penyebab terjadinya 
kecelakaan pesawat udara yang mengalami keletihan (fatigue). 
Kemudian yang dimaksud dengan faktor media yang menjadi 
penyebab kecelakaan pesawat udara adalah faktor cuaca, seperti 
angin yang datang secara tiba-tiba (wind shear), awan berputar-
putar yang biasa disebut awan Cumolonimbus (CB), topan, salju, 
awan hitam2. 
Dalam arti luas kecelakaan pesawat udara juga dapat 
disebabkan oleh faktor manusia yang selain orang atau tenaga 
yang terlibat langsung dalam proses penerbangan seperti 
penumpang, pelaku sabotase, pelaku kejahatan penerbangan, 
teroris ataupun setiap orang sebagai penyebab kecelakaan seperti 
penumpang gelap yang naik pesawat dengan cara naik di bagian 
dekat roda pesawat udara. Dan apabila dilihat dari unsur 
kesalahannya ada yang bersifat disengaja atau adanya unsur 
                                                          
2
 K. Martono, Hukum Udara, Angkatan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut 
Internasional, Buku kedua, (Bandung : Mandar Maju, 1995), h. 144 
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kesengajaan dan ada juga karena kealpaan3. Jadi jelaslah 
sekarang bahwa kecelakaan pesawat udara dapat disebabkan oleh 
tiga faktor, yaitu faktor manusia, faktor materiil, dan faktor media. 
Berdasarkan pada realita di lapangan dan dengan 
menitikberatkan pada pertanggungjawaban dalam aspek hukum 
pidana melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan atas 
seorang personel penerbangan sipil khususnya pilot selaku kapten 
terbang yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat udara 
di Indonesia terkait dengan diberlakukannya Undang-Undang RI 
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, maka penulis akan 
mengkonkritkan pemasalahan tersebut di atas dengan sebuah 
kajian berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana Kapten 
Penerbang Terhadap Kecelakaan Pesawat Udara”  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas dalam penulisan 
hukum ini, Penulis akan menganilisis permasalahan-permasalahan 
pokok berikut: 
1. Perbuatan-perbuatan apakah yang termasuk dalam lingkup 
tindak pidana di bidang penerbangan? 
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Kapten Penerbang  
terhadap kecelakaan pesawat udara? 
                                                          
3
 Bambang Widarto, Aspek-aspek Hukum Pidana Dalam Kecelakaan Pesawat Udara. 
(Jakarta, 1998), http://www.diqilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=78341 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang 
termasuk dalam lingkup tindak pidana penerbangan. 
b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana 
Kapten Penerbang terhadap kecelakaan pesawat 
udara dan penyelesaian terhadap suatu kecelakaan 
pesawat udara. 
2. Manfaat Penelitian 
Adapun penelitian yang Penulis lakukan memiliki manfaat 
antara lain : 
a. Secara Teoritis 
Guna mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan 
hukum pidana, khususnya mengenai pertanggung 
jawaban pidana Kapten Penerbang yang 
menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat udara 
di Indonesia; 
b. Secara Praktis 
1. Agar masyarakat mengetahui perbuatan yang 
termasuk dalam lingkup tindak pidana  di bidang 
penerbangan 
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2. Dengan adanya penelitian ini maka Penulis 
dapat memberikan gambaran pengetahuan 
terhadap masyarakat luas tentang 
pertanggungjawaban pidana Kapten Penerbang 
atas terjadinya kecelakaan pesawat udara.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tindak Pidana (strafbaarfeit) 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana sendiri digunakan sebagai pengganti 
istilah bahasa Belanda, yaitu strafbaarfeit. Strafbaarfeit terdiri dari 
kata strafbaar yang bermakna dapat dihukum dan kata feit yang 
berarti sebagian dari suatu kenyataan, dengan demikian secara 
harfiah istilah strafbaarfeit itu dapat diterjemahkan sebagai 
sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Pengertian 
yang lebih mendasar terkait istilah tindak pidana (strafbaarfeit) 
sangatlah beragam dan merupakan pengertian yang terbatas pada 
pendapat teoritis dari para ahli hukum pidana. Beberapa ahli hukum 
pidana memberikan pandangan-pandangannya terkait dengan 
pengertian tindak pidana (strafbaarfeit). 
Andi Hamzah4 mengatakan, ahli hukum Indonesia 
membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa 
Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah Hukuman5 adalah istilah 
umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam 
                                                          
4
 Andi Hamzah, asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.27 
5
 Hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam 
pidana, harus lebih dulu tercantum dalam undang-undang pidana. Suatu asas yang disebut 
dengan nullum crine sine lege yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Letak perbedaan 
istilah hukuman dan pidana bahwa suatu pidana harus berdasarkan kepada ketentuan 
undang-undang persamaan, yaitu keduanya berlatarbelakang tata nilai (value), baik dan 
tidak baik, sopan dan tidak sopan,dst. Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu tinjauan 
Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia , (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), h. 20 
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ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan 
istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang 
berkaitan dengan hukum pidana. Satochid Kartanegara6 juga 
memiliki pendapat sendiri tentang strafbaarfeit, beliau mengatakan  
bahwa hukuman (pidana) bersifat paksaan atau penderitaan, yang 
oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang 
yang melanggar suatu norma yang ditentukan oleh undang-undang 
hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan 
hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. 
Ahli-ahli hukum pidana Indonesia juga memiliki definisi yang 
beragam terkait istilah tindak pidana (strafbaarfeit) tersebut. 
Komariah E. Sapardjaja menyatakan bahwa “tindak pidana sebagai 
suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, 
melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”7, 
bahkan Wirjono Prodjodikoro memberikan suatu pemahaman 
singkat tentang tindak pidana dengan menyatakan bahwa “tindak 
pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 
hukuman pidana”8. Pompe sendiri memiliki definisi mengenai 
strafbaarfeit dengan mendasarkan pada dua persfektif pemahaman 
yang berbeda, yaitu: 
                                                          
6
 Satochid Kartanegara, Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II, disusun oleh 
mahasiswa PTIK angkatan V, Tahun 1954-1955, h. 275-276 
7
 Sapardjaja, Komariah E, Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana 
Indonesia, (Bandung : Alumni, 2002) 
8
 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Dahlia Indonesia, (Jakarta : 1997), h. 
89 
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1. Definisi menurut teori, adalah suatu pelanggaran 
terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si 
pelanggar dan diancam dengan pidana untuk 
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum. 
2. Definisi menurut hukum positif, adalah suatu kejadian 
(feit) yang oleh peraturan perundang-undangan 
dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. 
 
Pandangan-pandangan dari para ahli hukum pidana tersebut 
memiliki perbedaan terkait substansi materi dari pengertian akan 
tindak pidana (strafbaarfeit), namun secara garis besar dari 
beberapa pendefinisian akan tindak pidana tersebut terdapat 
beberapa kesamaan penekanan terkait dengan unsur-unsur dari 
suatu tindak pidana. 
 
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana 
Pidana (Straf) pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-
ciri sebagai berikut9: 
1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu 
pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat 
lainnya yang tidak menyenangkan 
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau 
badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang 
berwenang) 
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah 
melakukan tindak pidana menurut undang-undang 
                                                          
9
 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Alumni, 
2005), h. 4 
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Seseorang yang dikenakan pidana (hukuman) pasti karena 
melakukan suatu tindak pidana. Istilah tindak pidana adalah berasal 
dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu 
“strafbaar feit”. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs Belanda 
demikian juga wvs Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada 
penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit 
itu. Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-
undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum 
sebagai terjemahan dari strafbaar feit adalah10. 
1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi 
dalam perundang-undangan pidana kita. Dalam hampir 
seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan 
istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 19 Tahun 
2002 tentang Hak Cipta, UU No. 30 Tahun 2002 tentang 
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ahli hukum yang 
menggunakan istilah hukum ini seperti Wirjono 
Prodjodikoro. 
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, 
misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya “Azas-azas Hukum 
Pidana”, Mr H.J Van Schravendijk dalam buku 
pembelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, A. 
Zainal Abidin, dalam bukunya “Hukum Pidana” 
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin 
“delictum” juga digunakan untuk menggambarkan tentang 
apa yang dimaksud dengan stafbaar feit. 
                                                          
10
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, cetakan pertama, (Jakarta, PT. 
RajaGrafindo Persada, 2002), h. 67-68 
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4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-
Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H 
Tirtaamidjaja. 
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh 
Mr. Karni dalam bukunya “Ringkasan Tentang Hukum 
Pidana” 
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh 
pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang 
No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. 
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam 
berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-asas 
Hukum Pidana. 
 
Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi 
tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan 
yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipersalahkan kepada 
pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku 
yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat 
dimintai pertanggungjawaban. Dengan cara di atas kita dapat 
merangkum pengertian tindak pidana dan pengertian ini ada dalam 
dirinya sendiri sudah memadai. Meskipun dalam sistem hukum 
Belanda, kita dapat mengembangkan penjelasan yang ada. Untuk 
itu tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia 
(gedragingen : yang mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak 
berbuat) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan 
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didalamnya, perilaku mana dilarang oleh undang-undang dan 
diancam dengan sanksi pidana11. 
Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai 
terjemahan “strafbaar feit”, yang berarti perbuatan yang oleh aturan 
hukum pidana dilarang dan diancam pidana barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut12. Pompe merumuskan strafbaar feit 
sebagai suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang 
telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Lalu Vos 
merumuskan strafbaar feit sebagai suatu kelakuan manusia yang 
diancam pidana oleh aturan perundang-undangan. R. Tresna 
menyatakan bahwa strafbaar feit adalah sesuatu perbuatan atau 
rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-
undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap 
perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. 
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana 
Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau 
sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau 
perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan 
hukuman. Sistem KUHP Indonesia mengenal delik sebagai berikut: 
 
                                                          
11
 Jan Remmelink, HUKUM PIDANA Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 85 
12
 Moeljatno, Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana (Yogyakarta, Gadjah 
Mada,1995),h. 8 
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1. Kejahatan yang dimuat dalam Buku Kedua 
2. Pelanggaran yang dimuat dalam Buku Ketiga 
Pembagian jenis tindak pidana ini dapat didasarkan kepada 
berat/ringannya ancaman, sifat, bentuk, dan cara perumusan suatu 
tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, dll. Tindak pidana ini 
dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran dapat dilihat di dalam 
risalah penjelasan undang-undang pidana di negeri Belanda (MvT), 
yang didukung pula oleh ilmu pengetahuan. Namun berbeda 
dengan KUHP Indonesia membagi lagi kejahatan tersebut ke dalam 
kejahatan biasa dan kejahatan ringan yang diatur dalam pasal 302 
(penganiayaan hewan ringan), Pasal 352 (penganiayaan ringan), 
Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 
384 (perbuatan curang yang ringan), Pasal 407 (pengrusakan atau 
penghilangan barang yang ringan), dan Pasal 482 KUHP 
(penadahan ringan). Jonkers menyebutkan, bahwa pembedaan 
antara kejahatan dan pelanggaran merupakan pembedaan 
kualitatif. 
Pembedaan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran 
itu didasarkan kepada kejahatan itu adalah rechtsdelicten (delik 
hukum) merupakan perbuatan yang tidak adil menurut filsafat, yaitu 
perbuatan yang tidak tergantung kepada suatu ketentuan pidana, 
tetapi merupakan perbuatan yang dirasakan tidak adil menurut 
keinsyafan (kesadaran) batin manusia dan juga merupakan 
perbuatan yang dirasakan tidak adil menurut undang-undang (yaitu 
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perbuatan yang tidak sah yang ditentukan oleh undang-undang), 
sedangkan pelanggaran adalah wetsdelicten (delik undang-
undang), merupakan perbuatan yang pada mulanya menurut 
keinsyafan (kesadaran) batin manusia tidak dirasakan sebagai 
perbuatan yang tidak adil, namun baru dirasakan sebagai 
perbuatan yang dapat dipidana (dilarang) karena perbuatan itu 
diancam dengan pidana oleh undang-undang, misalnya perbuatan 
yang melanggar ketentuan lalu lintas. 
Selain perbedaan kualitatif sebagaimana telah disebutkan 
diatas, Jonkers juga menyebutkan ada pendapat lain yang 
membedakan antara kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan 
kriminologi, yaitu pelanggaran dipandang tidak begitu berat jika 
dibandingkan dengan kejahatan. Pelanggaran kuantitaf yang 
membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran dari segi 
kriminologi ini, didasarkan kepada hal sebagai berikut : 
1. Bahwa sanksi pelanggaran lebih ringan daripada sanksi 
kejahatan 
2. Bahwa percobaan melakukan pelanggaran (Pasal 54 
KUHP) dan membantu melakukan pelanggaran (Pasal 60 
KUHP) tidak dipidana 
Hazewinkel Suringa dalam E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi 
mengatakan, bahwa tidak ada perbedaan kualitatif antara 
kejahatan dan pelanggaran, tetapi yang ada adalah perbedaan 
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kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya yang diancam dengan 
pidana yang lebih berat daripada pelanggarannya13. 
Konsep KUHP baru tidak lagi membedakan tindak pidana 
dalam kualifikasi berupa kejahatan dan pelanggaran. Kebijakan ini 
didasarkan pada resolusi Seminar Nasional pada Tahun 2008 yang 
menghasilkan rancangan undang-undang yang baru dengan 
beberapa perubahan dari rancangan undang-undang sebelumnya 
yaitu pada tahun 2005. Pembaharuan Hukum Pidana materiil dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini tidak membedakan 
lagi antara tindak pidana berupa kejahatan dan tindak pidana 
pelanggaran. Untuk keduanya ini dipakai istilah tindak pidana. 
Barda Nawawi Arief mengemukakan, bahwa walaupun konsep 
tidak lagi mengenal pembagian kejahatan dan pelanggaran sebagai 
suatu klasifikasi delik, namun dalam pola kerja konsep masih 
diadakan pengklasifikasian bobot delik sebagai berikut : 
1. Delik yang dipandang sangat ringan, yaitu delik yang 
hanya diancam dengan pidana denda ringan secara 
tunggal. 
2. Delik yang dipandang berat, yaitu delik yang pada 
dasarnya patut diancam pidana penjara diatas 1 tahun 
s/d 7 tahun. 
3. Delik yang dipandang sangat berat/sangat serius, yaitu 
delik yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 
                                                          
13
 E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan 
Penerapannya, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), h. 234 
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tahun atau diancam dengan pidana lebih berat (yaitu, 
pidana mati atau penjara seumur hidup). 
 
Selain pembedaan tindak pidana atas kejahatan dan 
pelanggaran sebagaimana dapat dilihat di dalam KUHP, dikenal 
juga pembedaan/penggolongan tindak pidana yang didasarkan 
kepada berbagai hal. 
1. Cara Merumuskan Tindak Pidana 
a. Delik formil (formele delicten) 
Pada delik formil yang dirumuskan adalah 
tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lain) 
dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. 
b. Delik materiil (materiele delicten) 
Pada delik materiil untuk dapat dikatakan telah 
terjadi suatu tindak pidana, selain daripada tindakan 
yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibat 
yang timbul karena tindakan itu. 
2. Bentuk Kesalahan 
a. Delik dolus (dolus delicten), yaitu perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan 
dengan sengaja. 
b. Delik culpa (culpose delicten), yaitu perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan 
dengan kealpaan,atau nalatigheid atau 
onachtzammheid. 
3. Perbedaan Subjek 
a. Delik Khusus (delicta propria), subjek dari delik 
khusus antara lain disebut pegawai negeri, nakhoda, 
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militer, laki-laki, wanita pedagang dan lain 
sebagainya. 
b. Delik Umum (commune delicten), adalah tindak 
pidana (delik) yang dapat dilakukan oleh setiap orang 
pada umumnya. 
4. Berdasarkan kepada Sumbernya 
a. Tindak Pidana Umum 
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana 
yang dimuat dalam KUHP (buku II dan buku III KUHP) 
sebagai kodifikasi Hukum Pidana materiil. 
b. Tindak Pidana Khusus 
Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana 
yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya UU 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 
dan peraturan lainnya yang di dalamnya mengandung 
sanksi berupa pidana. 
 
B. Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga 
dengan teorekenbaardheid  atau criminal responsibility yang 
menjurus kepada pemidanaan pelaku tindak pidana tersebut dapat 
dimintakan pertanggungjawabannya atau tidak, terkait dengan 
tindak pidana yang dilakukannya. Untuk dapat dipidananya si 
pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu 
memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-
Undang. 
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Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, 
seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan 
tersebut, apabila : 
1. Tindakan tersebut melawan hukum 
Yang dimaksud dengan suatu tindakan tersebut melawan 
hukum adalah dimana tindakan tersebut bertentangan atau 
melawan undang-undang yang ada, dalam hal ini adalah 
KUHP. Menurut Sudarto, suatu perbuatan dikatakan melawan 
hukum jika perbuatan itu telah sesuai dengan rumusan delik 
sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. 
2. Tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan 
hukum untuk pidana yang dilakukannya. 
Tidak adanya alasan pembenar dalam perbuatan atau 
tindakan yang dilakukannya membuat seseorang harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap undang-
undang ataupun hukum yang berlaku. 
Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya 
seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Hal dipidananya 
seseorang yang melakukan perbuatan sebagaiman yang telah 
diancamkan tergantung dari soal apakah dalam melakukan 
perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Berdasarkan hal tersebut 
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maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum 
pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu : 
a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat 
dipertanggung jawabkan dari si pembuat 
b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap 
psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya 
yaitu : Disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai 
c. Tidak ada alasan pembenar atau alas an yang 
menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si 
pembuat. 
 
Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan 
yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal 
(intelectual factor) yaitu dapat membedakan perbuatan yang 
diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan 
kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan 
tersebut adalah merupakan faktor perasaan (volitional factor) yaitu 
dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas 
mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai 
konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak 
mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik 
buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau 
melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak adapat 
dipertanggungjawabkan. 
Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan 
unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya unsur 
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kesalahan tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk 
dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur 
kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada 
karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu 
bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang 
menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. 
Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus 
terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak 
terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa 
kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan 
tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak 
dipidana jika tidak ada kesalahan. 
Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini 
terdapat dalam Pasal 44 yang rumusannya : “Barangsiapa 
melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 
kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau 
terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Kalau tidak 
dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya 
tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut 
tidak dapat dikenakan. Apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 
KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah 
dipenuhi dua syarat sebagai berikut14: 
                                                          
14
  Saifudiendjsh, pertanggungjawaban-pidana,  
http://saifudiendjsh blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html,2009. 
25 
 
1. Syarat Psychiartris yaitu pada terdakwa harus ada 
kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu 
keadaan kegilaan (idiote), yang mungkin ada sejak 
kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan 
ini harus terus-menerus. 
2. Syarat Psychologis ialah gangguan jiwa itu harus pada 
waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab 
itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa 
tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab 
terdakwa tidak dapat dikenai hukuman. 
 
Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang 
pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat 
melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat 
terpenting dari tindak pidana. Tenteng sifat melawan hukum apabila 
dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap 
tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” 
(opzet) atau karena “kelalaian” (culpa). 
 
C. Aturan Pidana dalam Regulasi Penerbangan terhadap 
Kecelakaan Pesawat Udara 
1. Konvensi Chicago 1944 
Wilayah penerbangan bersifat internasional, hal ini terjadi 
karena moda transportasi udara tidak hanya bergerak dalam 
lingkup domestik dalam negeri saja, melainkan menembus 
batas wilayah Negara. Berdasarkan atas kondisi tersebut, maka 
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regulasi terkait dengan penerbangan tidak hanya menggunakan 
aturan-aturan yang bersifat nasional, melainkan juga bersifat 
internasional dan disusun berdasarkan kesepakatan Negara-
negara yang tergabung dalam Organisasi Penerbangan Sipil 
Internasional (International Civil Aviation Organization / ICAO). 
Aturan penerbangan yang berlaku secara internasional tersebut 
teruang dalam Konvensi Chicago 1944 beserta Annexes dan 
dokumen-dokumen teknis operasional lainnya. 
Annexes merupakan ketentuan standard an petunjuk 
pelaksanaan internasional (international standards and 
recommended practices) atas aturan yang terdapat dalam 
Konvensi Chicago 1944. Secara substansi, aturan internasional 
lebih menitikberatkan aturan-aturan privat dalam ketentuan-
ketentuan yang dihasilkan. Hal ini didasarkan pada konsep 
perjanjian antara penyedia jasa dan penggunaan jasa, yang 
dimana hal tersebut merupakan bagian dari ketentuan aturan 
privat (perdata). 
Terkait dengan kecelakaan pesawat udara, berdasarkan 
Artikel 26 Konvensi Chicago 1944 menentukan bahwa petunjuk 
pelaksanaan atas prosedur investigasi kecelakaan pesawat 
udara didasarkan dalam ketentuan ICAO Annex 13 about 
Aircraft Accident and Incident Investigation (Investigasi 
Kecelakaan dan Kejadian Pesawat Terbang). Lebih lanjut 
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seperti yang ditentukan dalam artikel 3.1 ICAO Annex 13, 
menekankan bahwa investigasi yang dilakukan bertujuan untuk 
mencari penyebab timbulnya suatu kecelakaan pesawat udara 
sehingga dapat digunakan untuk mencegah kecelakaan sejenis 
terulang kembali (shall be prevention of an accident and 
incident). Lebih lanjut dan patut untuk menjadi perhatian bahwa 
di lain sisi, tujuan dari investigasi bukanlah untuk mencari siapa 
yang salah atau siapa yang bertanggungjawab (it is not the 
purpose of this activity to apportion blame or liability) atas 
kecelakaan yang terjadi. 
Selain ICAO Annex 13, ketentuan khusus yang mengatur 
tentang keselamatan penerbangan tertuang dalam suatu 
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety 
Regulation / CASR) yang dalam penerapannya secara nasional 
ditentukan berdasarkan kemampuan masing-masing Negara 
dalam penyediaan sarana dan prasarana penu njang. 
Penggunaan CASR di Indonesia diatur dengan menggunakan 
Keputusan Menteri Perhubungan. 
 
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 
Undang – Undang No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan 
merupakan regulasi undang-undang yang baru pengganti UU 
No. 15 Tahun 1992. Undang-Undang ini dibuat karena dianggap 
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UU No. 15 Tahun 1992 tentang penerbangan sudah tidak 
sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan 
kebutuhan penyelenggaraan penerbangan saat ini sehingga 
perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Perkembangan 
lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut 
penyelenggaraan penerbangan yang sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sangat banyak 
perubahan yang terjadi dalam undang-undang ini, penambahan 
bab dan pasal yang semakin banyak. Dalam undang-undang 
No. 15 Tahun 1992 hanya terdiri dari 15 bab dan 76 pasal, 
sedangkan dalam undang-undang No. 1 Tahun 2009 terdiri dari 
24 bab dan 466 pasal. Dengan demikian terlihat banyak terjadi 
perubahan yang cukup signifikan dalam undang-undang 
penerbangan yang baru ini. Semakin banyak hal yang diatur 
dalam dunia penerbangan , demikian juga dengan tindak pidana 
yang mungkin terjadi selama dalam penerbangan baik itu 
dilakukan oleh awak pesawat yang terdiri dari kapten terbang 
(pilot), co-pilot, teknisi pesawat udara, tenaga ruang 
penerbangan (briefing office), tenaga operasi pengawas lalu 
lintas udara (Air Traffic Control-ATC), dan penumpang daripada 
pesawat itu sendiri semakin baik diatur dalam undang-undang 
ini. 
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3. Tindak Pidana Penerbangan 
Tindak pidana penerbangan adalah tindak pidana yang 
dilakukan di dalam bidang penerbangan sipil, baik dilakukan : 
1. Di dalam pesawat udara 
Tindak pidana yang dilakukan di dalam pesawat udara, 
Offences and Certain Other Acts Committed on Board 
Aircraft15 
a. Tindak pidana yang dilakukan di dalam pesawat udara 
dalam penerbangan 
b. Perbuatan tertentu lainnya yang melanggar disiplin dan 
tata tertib dalam pesawat yang berada dalam 
penerbangan (in flight) 
 
2. Terhadap pesawat udara 
Unlawful Seizure of Aircraft (hijacking)16 
a. Dengan melawan hukum, dengan kekerasan dan 
ancaman, atau dengan cara intimidasi, merampas dan 
melakukan pengendalian pesawat 
b. Percobaan melakukan hijacking 
c. Membantu melakukan hijacking 
 
3. Terhadap fasilitas penerbangan 
Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation17 
a. Melakukan kekerasan terhadap orang di dalam pesawat 
selama penerbangan yang dapat berakibat 
membahayakan keselamatan pesawat 
                                                          
15
  Pelanggaran dan hal lainnya yang berhubungan dengan pesawat 
16
  Melanggar hukum penyitaan pesawat (pembajakan) 
17
  Tindakan melawan hukum terhadap keamanan penerbangan sipil 
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b. Merusak pesawat udara in service (dalam dinas) yang 
mengakibatkan pesawat tidak mampu terbang atau 
membahayakan keselamatan penerbangnya 
c. Meletakkan atau menyebabkan ditempatkannya suatu 
alat atau suatu zat dalam pesawat in service, dengan 
cara apapun, yang dapat memusnahkan pesawat, atau 
menyebabkan kerusakan yang membuat pesawat tidak 
mampu terbang, atau menimbulkan kerusakan yang 
dapat membahayakan keselamatan pesawat dalam 
penerbangannya 
d. Memusnahkan atau merusak fasilitas penerbangan atau 
mengganggu pengoperasian fasilitas penerbangan, jika 
perbuatan tersebut dapat membahayakan keselamatan 
pesawat dalam penerbangan. 
e. Memberikan informasi yang diketahui tidak benar, 
sehingga membahayakan keselamatan pesawat dalam 
penerbangan 
f. Percobaan melakukan tindak pidana di atas 
g. Membantu melakukan tindak pidana tersebut atau 
membantu melakukan percobaan 
 
4. Violence at in airports 
Unlawful Acts of Violence at Airport Serving International 
Civil Aviation18 
a. Melakukan kekerasan terhadap orang di internasional 
airport yang menyebabkan cacat atau kematian 
b. Memusnahkan atau merusak fasilitas internasional airport 
atau menggau pelayanan di airport, jika tindak pidana 
                                                          
18
  Pelanggaran hukum kekerasan yang dilakukan di Bandara Internasional 
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tersebut membahayakan keselamatan International 
airports. 
4.  Kecelakaan Pesawat Udara 
Dalam dunia penerbangan ada 2 macam pengertian yaitu 
kecelakaan (accident) dan peristiwa (incident). Yang dimaksud 
kecelakaan adalah suatu peristiwa diluar dugaan dalam kaitan 
dengan pengoperasian pesawat terbang yang berlangsung 
sejak penumpang naik (boarding) dengan maksud melakukan 
penerbangan sampai waktu semua penumpang debarkasi. 
Peristiwa di luar dugaan tersebut mengakibatkan orang 
meninggal dunia atau luka parah akibat benturan pesawat 
terbang atau kontak langsung dengan bagian pesawat terbang 
atau terkena hempasan langsung mesin jet atau pesawat 
terbang mengalami kerusakan struktural yang berat atau 
pesawat terbang memerlukan perbaikan besar atau 
penggantian komponen atau pesawat terbang hilang sama 
sekali. Sedangkan incident adalah peristiwa selama 
penerbangan berkenaan dengan operasi pesawat terbang yang 
dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Dalam 
bahasa Inggris istilah yang digunakan adalah accident. Dalam 
Black’s law Dictionary, accident diartikan sebagai: 
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“An unintended and unforeseen injurious accurrence; 
somethingthat does not occur in the usual course of events 
or that could not be reasonably anticipated”.19 
 
Dari definisi di atas dapatlah diketahui bahwa kecelakaan 
adalah suatu kejadian yang menyebabkan kecelakaan, dimana 
kejadian tersebut tidak diduga sebelumnya atau tidak 
diharapkan, dimana kejadian tersebut terjadi tidak seperti 
biasanya atau tidak dapat diantisipasi. 
Di dalam dunia penerbangan penyebab kecelakaan tidak 
pernah disebabkan oleh faktor tunggal (single factor) yang 
berdiri sendiri. Suatu sebab yang berdiri sendiri tidak 
mempunyai arti apa-apa, tetapi apabila kombinasi berbagai 
faktor dapat menyebabkan kecelakaan pesawat terbang yang 
mengakibatkan kematian orang. Yang dimaksud penyebab 
kecelakaan tersebut adalah “sesuatu yang ada dan terjadi” pada 
manusia, materiil, dan media dimana sesuatu tersebut 
menimbulkan kecelakaan. Sesuatu itu kemudian oleh para 
pemikir safety disebut sebagai tingkah laku/sikap dan 
keadaan/kondisi (unsafe act and unsafe condition) yang dapat 
menimbulkan atau menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan. 
Dengan adanya pernyataan tersebut, maka manusia, materiil, 
dan media bukan lagi disebut sebagai penyebab kecelakaan 
tetapi sebagai faktor penyebab kecelakaan. Maka untuk 
                                                          
19
  Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, seventh edition West Publishing Co, 
1990,h.15   
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selanjutnya manusia, materiil, dan media adalah menjadi faktor 
penyebab kecelakaan dan unsafe act and unsafe condition 
menjadi penyebab kecelakaan yang terkandung di dalam faktor 
penyebab tersebut. Unsafe act and unsafe condition tersebut 
sampai saat ini masih menjadi pedoman yang telah disepakati, 
diterima dan dipergunakan oleh masyarakat safety internasional 
sebagai penyebab kecelakaan. Kecerobohan, ketidakpedulian, 
tidak disiplin, dan etika kerja termasuk dalam bagian unsafe act, 
sedangkan cuaca buruk sebagai unsafe condition. Tetapi dalam 
keadaan yang khusus seperti memaksakan untuk melakukan 
pendaratan (landing) pada saat cuaca buruk dengan 
kemampuan melihat, jarak pandang (visibility) sangat terbatas 
adalah termasuk unsafe act20 
Menurut K. Martono terdapat berbagai faktor penyebab 
kecelakaan seperti faktor manusia (man), pesawat terbang itu 
sendiri (machine), penggunaan pesawat udara (mission), dan 
pengelolaan (management). Sehubungan dengan hal tersebut 
di atas, maka akan diuraikan sebagai berikut :21 
Faktor manusia. Dalam hal terjadinya kecelakaan akibat faktor 
manusia, yang biasanya dituduh adalah kapten penerbang, 
padahal sebenarnya tidak selalu demikian karena manusia 
                                                          
20
  Widura Imam Mustopo, Faktor-faktor Psikologi yang mempengaruhi Perilaku Tidak 
Aman Penerbang, http://psikologipenerbangan.blogspot.com/2011/06/faktor-faktor-psikologi-
yang.html,(Jakarta : 2011)   
21
  K. Martono, Hukum Udara, Angkatan Udara, dan Hukum Angkasa, (Bandung: Alumni, 
1987), hal. 146-147 
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dalam hubungan ini adalah setiap orang atau tenaga yang 
terlibat langsung dalam proses penerbangan. Mereka antara 
lain adalah teknisi pesawat terbang, awak pesawat, tenaga 
ruang penerbangan (briefing office), tenaga pengawas lalu lintas 
udara (ATC). Kapten penerbang selama menjalankan tugasnya 
dapat terjadi “sudden incapacity”. Sudden incapacity ini 
ditimbulkan oleh berbagai penyakit, seperti penyakit serangan 
jantung. Sudden incapacity inilah yang menyebabkan 
kecelakaan . disamping itu, mereka dapat juga mengalami 
keletihan (fatigue). Kecelakaan yang disebabkan oleh manusia 
terjadi pada tanggal 11 januari 1983, dialami oleh DC-8 54F 
milik United Airlines Co, di Detroit, Michigan Amerika Serikat, 
karena kapten penerbang mengijinkan co-pilot yang belum 
mampu sebagai kapten penerbang melakukan tugas sebagai 
pilot in command. Kecelakaan pesawat terbang karena 
kesalahan ATC terjadi pada tahun 1977 di pulau Canary, 
jajahan Spanyol yaitu tabrakan antara pesawat terbang B747 
milik Pan am dengan B747 milik KLM. 
1. Pesawat terbang. Disamping manusia, pesawat terbang juga 
dapat keletihan (fatigue), oleh karena itu setiap pesawat 
terbang sejak dari awal desain sampai dengan pelaksanaan 
perawatan, penyimpanan, dan pengoperasiaannya harus 
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
2. Masalah lingkungan. Masalah lingkungan juga merupakan 
salah satu faktor kecelakaan baik yang bersifat alamiah 
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maupun perbuatan manusia. Faktor manusia yang bersifat 
alamiah seperti angin yang datang tiba-tiba (wind shear), 
awan berputar yang biasa disebut cumulonimbus (CB), 
topan salju, letusan gunung berapi. Hal ini terjadi pada saat 
meletusnya gunung api Galunggung di Jawa Barat 24 Juni 
1982 yang mengakibatkan pendaratan darurat B747 milik 
British Airways yang terbang pada ketinggian 37.000 feet 
dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Australia. Menurut 
hasil penelitian keempat mesinnya dimasuki debu Gunung 
Galunggung. Kasus yang terjadi 3 minggu kemudian yang 
menimpa pesawat B747 milik Singapura Airlines. Contoh lain 
kecelakaan DC-9 Garuda di Medan yang yang disebabkan 
oleh awan tebal dan angin yang bertiup sangat keras. 
3. Pengelolaan. Setiap penerbangan selalu diawasi oleh 
petugas pengawas lalu-lintas udara (ATC) sejak lepas 
landas (take off) sampai saat pesawat terbang sampai 
dibandara tujuan (landing). Pengawasan tersebut dilakukan 
secara beruntun oleh aerodrome control service (ADC), 
approach control service (APP), area control service (ACC). 
Masing-masing unit pengawas telah ditetapkan batas-batas 
tanggung jawabnya. 
Dalam membahas sebab-sebab terjadinya kecelakaan 
pesawat udara ada pula yang berpendapat bahwa ada empat 
faktor yang punya kemungkinan besar menjadi penyebab 
terjadinya kecelakaan pesawat udara, yaitu:22 
1. faktor manusia 
2. faktor material 
3. faktor media 
                                                          
22
 Majalah Angkasa No. 9 Juni 1997 Tahun VII 
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4. faktor terorisme 
Dari pendapat itu, faktor terorisme dimasukkan sebagai 
salah satu faktor dari penyebab kecelakaan pesawat udara, 
sedangkan dari pendapat K. Martono terorisme tidak 
dimasukkan sebagai salah satu faktor dari penyebab terjadinya 
kecelakaan pesawat udara. Adapun faktor manusia yang 
dikemukakan dalam majalah angkasa tersebut adalah faktor 
manusia dalam arti luas, yaitu baik manusia dalam arti setiap 
orang yang tidak terlibat langsung dalam proses penerbangan, 
termasuk pelaku sabotase dan teroris. 
Dalam KUHP ataupun penjelasan dari Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penambahan 
beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-
Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan 
terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan, tidak pernah 
diberikan penjelasan atau pengertian dari istilah celakanya 
pesawat udara, mencelakakan pesawat udara, pesawat udara 
celaka. Dari beberapa pasal yang berkaitan dengan kecelakaan 
pesawat udara sebagaimana yang terdapat dalam KUHP di 
atas, maka dapatlah diklasifikasikan manusia sebagai faktor 
penyebab kecelakaan pesawat udara adalah sebagai berikut:23 
 
                                                          
23
 Majalah Angkasa No. 9 Juni 1997 Tahun VII 
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1. Dari unsur kesalahan : 
a. karena kealpaan seseorang 
b. karena kesengajaan seseorang 
2. Dari segi pekerjaan/profesi seseorang 
a. Setiap orang bertugas dalam proses penerbangan 
1. Pilot 
2. Teknisi 
3. Petugas ATC 
4. Orang yang bertugas mendukung penerbangan, dan 
lain-lain 
b. Orang yang tidak termasuk dalam proses penerbangan 
1. Penumpang 
2. Pelaku sabotase 
3. Teroris 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Berdasarkan judul penelitian yang diangkat dalam skripsi ini 
maka lokasi penelitian yang dipilih adalah Bandara Internasional 
Sultan Hasanuddin Makassar. Selain itu, penulis akan melakukan 
studi doukumentasi dengan cara mencari putusan di Pengadilan 
Negeri yang memutus kasus perkara tindak pidana kapten 
penerbang terhadap kecelakaan pesawat udara.  
B. Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan 
skripsi ini, maka penulisan menggunakan metode pengumpulan 
data dengan cara : 
a. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara 
langsung kepada responden dengan menggunakan pedoman 
wawancara berstruktur. Adapun yang menjadi responden 
adalah  petugas Pengatur Lalu Lintas Udara (Air Traffic Control) 
di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. 
b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan semua bahan penelitian 
yang telah didokumentasikan dalam bentuk putusan yang telah 
diputus oleh pengadilan negeri yang bersangkutan. 
 
 
39 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data 
sekunder yang diperoleh dari : 
a. Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari hasil 
wawancara dengan  petugas Pengatur Lalu Lintas Udara ( Air 
Traffic Control ) di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin 
Makassar. 
b. Data sekunder adalah data atau informasi yang menjadi bahan 
acuan lainnya yang diperoleh melalui penelaah literatur-literatur 
berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs 
internet maupun artikel-artikel yang ada di majalah-majalah. 
D. Analisis Data 
Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul 
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data 
kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalah hukum yang 
ditemukan melalui penelitian lapangan dengan menggunakan 
analisis teori hukum dan peraturan-peraturan di bidang 
penerbangan. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Perbuatan-Perbuatan yang Termasuk dalam Lingkup Tindak 
Pidana di Bidang Penerbangan 
Unsur-unsur rumusan yang terdapat dalam Pasal 479 g 
KUHP yang menentukan bahwa barangsiapa karena kealpaannya 
menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai 
atau rusak, dipidana: 
a. dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika 
karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain; 
b. dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika 
karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang. 
dengan unsur-unsur berupa: 
1) Barangsiapa; 
2) Karena kealpaan; 
3) Menyebabkan rusak, hancur, celaka dan tidak dapat dipakai 
lagi suatu pesawat udara; 
4) Menimbulkan bahaya atau matinya orang lain. 
Adagium lex specialis derogate legi generalix, oleh sebagian 
besar kalangan merupakan hal penting yang untuk diperhatikan 
dalam pengenaan aturan hukum terkait peristiwa kecelakaan 
pesawat udara. Hal tersebut, didasarkan pada ketentuan yang 
terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa 
jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang 
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umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang 
khusus itulah yang diterapkan. 
Apabila dikaitkan dengan pandangan Hart, terkait dengan 
sistem hukum yang ada, “asas lex specialis derogate legi generalix 
termasuk dalam kategori rules of recognition, dimana asas ini 
mengatur aturan hukum mana yang diakui keabsahannya sebagai 
suatu aturan yang berlaku”24. Dengan demikian, asas ini 
merupakan salah satu secondary rules yang sifatnya bukan 
mengatur perilaku sebagaimana primary rules, tetapi mengatur 
terkait dengan pembatasan penggunaan kewenangan dari aparatur 
negara dalam mengadakan suatu penekanan terhadap 
pelanggaran atas aturan tentang suatu perilaku. 
Penggunaan Pasal dalam KUHP bukanlah sebagai bentuk 
dari pengesampingan atas peraturan perundang-undangan yang 
khusus (lex specialis), akan tetapi hal tersebut dilakukan karena 
peraturan perundang-undangan tentang penerbangan yang berlaku 
sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992, tidak 
memberikan aturan khusus yang dapat mengakomodir peristiwa 
kecelakaan pesawat dalam aspek ketentuan pidananya. Apabila 
dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 sebagai 
regulasi penerbangan yang berlaku pada saat ini, penggunaan 
ketentuan dalam Bab XXIX A KUHP tersebut tetap dapat dilakukan 
                                                          
24
  http://raspati.blogspot.com/2013/12/tinjauan-yuridis-penerapan-asas-lex.   
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karena ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang 
tersebut secara garis besar menekankan pada perbuatan-
perbuatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, namun 
terhadap perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kelalaian 
sama sekali tidak diatur dengan tegas. Aturan tentang kejahatan 
dalam penerbangan yang diatur dalam BAB XXII A KUHP, dengan 
tegas memberikan aturan yang terkait dengan tindak pidana 
penerbangan yang mengandung unsur kelalaian dalam perbuatan 
yang dilakukan tersebut. 
Lebih lanjut, dalam ketentuan peralihan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan tidak ditentukan 
bahwa pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan penerbangan 
dalam Bab XXIX A KUHP hapus dan tidak berlaku lagi setelah 
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992, sehingga 
merupakan langkah yang tepat dengan digunakannya aturan 
pidana dalam KUHP terkait peristiwa kecelakaan yang terjadi. 
Terkait dengan penegakan hukum formal, dalam Pasal 52 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan juga 
menegaskan bahwa dalam pelaksanaan penyidikan dilakukan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 
KUHAP. 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 
sebagai regulasi penerbangan yang berlaku saat ini, dalam 
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ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XXII tidak 
memberikan aturan terkait pertanggungjawaban pidana atas 
peristiwa kecelakaan. Seperti halnya regulasi yang sebelumnya, 
undang-undang ini hanya terbatas sebagai aturan perundang-
undangan pidana pelengkap dari KUHP, sehingga bila terjadi suatu 
peristiwa kecelakaan yang sama, maka aturan yang diberlakukan 
merupakan aturan pidana dalam KUHP sepanjang rumusan unsur-
unsur dalam pasal yang dikenakan terpenuhi oleh peristiwa dan 
pelakunya. 
Di dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan diatur tentang bentuk-bentuk tindak pidana dan 
ketentuan pidananya yaitu sebagai berikut : 
1. Dalam Pasal 401 dinyatakan bahwa setiap orang yang 
mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat 
udara asing yang memasuki kawasan udara terlarang 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) 
tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 
2. Di dalam Pasal 402 disebutkan bahwa setiap orang yang 
mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat 
udara asing yang memasuki kawasan udara terbatas 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 
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3. Selanjutnya dalam Pasal 403 dinyatakan bahwa setiap 
orang yang melakukan kegiatan produksi dan/atau 
perakitan pesawat udara, mesin pesawat udara, dan/atau 
baling-baling pesawat terbang yang tidak memiliki 
sertifikat produksi dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  
4. Di dalam Pasal 404 disebutkan bahwa setiap orang yang 
mengoperasikan pesawat udara yang tidak mempunyai 
tanda pendaftaran dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
5. Dan di Pasal 405 diuraikan bahwa setiap orang yang 
memberikan tanda-tanda atau mengubah identitas 
pendaftaran sedemikian rupa sehingga mengaburkan 
tanda pendaftaran, kebangsaan, dan bendera pada 
pesawat udara dipidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua 
ratus lima puluh juta rupiah). 
6. Di dalam Pasal 406 disebutkan bahwa : 
(1) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara 
yang tidak memenuhi standar kelaikudaraan dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau 
denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar 
lima ratus juta rupiah). 
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menimbulkan kerugian pada harta benda dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah). 
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(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian 
harta benda dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 
2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 
7. Kemudian dalam Pasal 407 dinyatakan bahwa setiap 
orang yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak 
memiliki sertifikat operator pesawat udara dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 
denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar 
lima ratus juta rupiah). 
8. Dan dalam Pasal 408 dinyatakan bahwa setiap orang 
yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak memiliki 
sertifikat pengoperasian pesawat udara dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda 
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
9. Dan dalam Pasal 409 dinyatakan bahwa setiap orang 
selain yang ditentukan dalam pasal 47 ayat (1) yang 
melakukan perawatan pesawat udara, mesin pesawat 
udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah). 
10. Dalam Pasal 410 disebutkan bahwa setiap orang yang 
mengoperasikan pesawat udara sipil Indonesia atau 
asing yang tiba di atau berangkat dari Indonesia dan 
melakukan pendaratan dan/atau tinggal landas dari 
Bandar udara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam 
pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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11. Di Pasal 411 diuraikan bahwa setiap orang dengan 
sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat 
udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, 
penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau 
merugikan harta benda milik orang lain dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda 
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
12. Kemudian dalam Pasal 412 diuraikan bahwa : 
(1) Setiap orang di dalam pesawat udara selama 
penerbangan melakukan perbuatan yang dapat 
membahayakan keamanan dan keselamatan 
penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(2) Setiap orang di dalam pesawat udara selama 
penerbangan melakukan perbuatan yang melanggar 
tata tertib dalam penerbangan dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda 
paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah). 
(3) Setiap orang di dalam pesawat udara selama 
penerbangan mengambil atau merusak peralatan 
pesawat udara yang membahayakan keselamatan 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah). 
(4) Setiap orang di dalam pesawat udara selama 
penerbangan mengganggu ketentraman dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah). 
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(5) Setiap orang di dalam pesawat udara selama 
penerbangan mengoperasikan peralatan elektronika 
yang mengganggu navigasi penerbangan dipidana 
dengan pidana penjara paling lama lama 2 (dua) 
tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah). 
(6) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) 
mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan pesawat 
dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana 
penjara paling lama lama 5 (lima) tahun atau denda 
paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima 
ratus juta rupiah). 
(7) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) 
mengakibatkan cacat tetap atau matinya orang 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun. 
13. Di dalam Pasal 413 disebutkan bahwa :  
(1) Setiap personel pesawat udara yang melakukan 
tugasnya tanpa memiliki sertifikat kompetensi atau 
lisensi dipidana dengan pidana penjara paling lama 
1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama lama 15 (lima 
belas) tahun atau denda paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
14. Di dalam Pasal 414 dinyatakan bahwa setiap orang yang 
mengoperasikan pesawat udara asing di wilayah Negara 
48 
 
Kesatuan Republik Indonesia tanpa izin Menteri dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar 
rupiah). 
15. Selanjutnya dalam Pasal 415 dinyatakan bahwa setiap 
orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil asing 
yang dioperasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan 
kelaikudaraan dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
16. Dalam Pasal 416 dinyatakan bahwa setiap orang yang 
melakukan kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri 
tanpa izin usaha angkutan udara niaga dipidana dengan 
pidana penjara paling lama  (satu) tahun atau denda 
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
17. Dalam Pasal 417 dinyatakan bahwa setiapa orang yang 
melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal 
dalam negeri tanpa izin usaha angkutan udara niaga 
berjadwal dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
18. Kemudian dalam Pasal 418 disebutkan bahwa setiap 
orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga 
tidak berjadwal luar negeri tanpa persetujuam terbang 
dari Menteri 93 dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
19. Dalam Pasal 419 disebutkan bahwa : 
(1) Setiap orang yang melakukan pengangkutan barang 
khusus dan berbahaya yang tidak memenuhi 
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persyaratan keselamatan dan keamanan 
penerbangan 136 ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling 
banyak RP  500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun. 
20. Di Pasal 420 dinyatakan bahwa pemilik, agen ekspedisi 
muatan pesawat udara, pengirim, badan usaha Bandar 
udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha 
pergundangan, atau badan usaha angkutan udara niaga 
yang melanggar ketentuan pengangkutan barang khusus 
dan/atau berbahaya dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
21. Dalam Pasal 421 dinyatakan bahwa : 
(1) Setiap orang berada di daerah tertentu di bandar 
udara, tanpa memperoleh izin dari otoritas bandar 
udara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun atau denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
(2) Setiap orang membuat halangan (obstacle), dan/atau 
melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan 
operasi penerbangan yang membahayakan 
keselamatan dan keamanan penerbangan dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 
22. Lalu dalam Pasal 422 disebutkan bahwa : 
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(1) Setiap orang dengan sengaja mengoperasikan 
bandar udara tanpa memenuhi ketentuan 
keselamatan dan keamanan penerbangan ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah).  
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menimbulkan kerugian harta benda 
seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 
23. Dalam Pasal 423 disebutkan bahwa : 
(1) Personel bandar udara yang mengoperasikan 
dan/atau memelihara fasilitas bandar udara tanpa 
memiliki lisensi atau sertifikat kompetisi dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling banyak Rp 1. 000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 
24. Di Pasal 424 dinyatakan bahwa : 
(1) Setiap orang yang tidak bertanggung jawab terhadap 
kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar 
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udara dan/atau pihak ketiga berupa kematian atau 
luka fisik orang yang diakibatkan oleh pengoperasian 
bandar udara 240 ayat (2) huruf a, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
denda paling banyak Rp 1. 000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 
(2) Setiap orang yang tidak bertanggung jawab terhadap 
terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa 
bandar udara dan/atau pihak ketiga berupa : 
a. Musnah, hilang, atau rusak peralatan yang 
dioperasikan; dan/atau 
b. Dampak lingkungan disekitar bandar udara, yang 
diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak           
Rp 1. 000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
25. Dalam Pasal 425 disebutkan bahwa setiap orang yang 
melaksanakan kegiatan di bandar udara yang tidak 
bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap 
kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas bandar 
udara yang diakibatkan oleh kegiatannya, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 
denda paling banyak Rp 1. 000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah).. 
26. Kemudian Pasal 426 dinyatakan bahwa setiap orang 
yang membangun bandar udara khusus tanpa izin dari 
Menteri 247 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak      
Rp 1. 000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
27. Lalu dalam Pasal 427 dinyatakan bahwa setiap orang 
yang mengoperasikan bandar udara khusus dengan 
52 
 
melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar 
negeri tanpa izin dari Menteri, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling 
banyak      Rp 3. 000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
28. Dalam Pasal 428 disebutkan bahwa : 
(1) Setiap orang yang mengoperasikan bandar udara 
khusus yang digunakan untuk kepentingan umum 
tanpa izin dari Menteri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling 
banyak      Rp 3. 000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling banyak                                
Rp 15. 000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 
29. Di Pasal 429 dinyatakan bahwa setiap orang yang 
menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan 
tidak memiliki sertifikat pelayanan navigasi penerbangan 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling banyak Rp 1. 000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 
30. Lalu dalam Pasal 430 dinyatakan bahwa : 
(1) Personel navigasi penerbangan yang tidak memiliki 
lisensi atau sertifikat kompetensi dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda 
paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
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tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 
31. Dalam Pasal 431 disebutkan bahwa : 
(1) Setiap orang yang menggunakan frekuensi radio 
penerbangan selain untuk kegiatan penerbangan atau 
menggunakan frekuensi radio penerbangan yang 
secara langsung atau tidak langsung mengganggu 
keselamatan penerbangan dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling 
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah).  
32. Kemudian dalam Pasal 432 disebutkan bahwa setiap 
orang yang akan memasuki daerah keamanan terbatas 
tanpa memiliki izin masuk daerah terbatas atau tiket 
pesawat udara dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
33. Lalu dalam Pasal 433 menyebutkan bahwa setiap orang 
yang menempatkan petugas keamanan dalam 
penerbangan pada pesawat udara niaga berjadwal asing 
dari dan ke wilayah Republik Indonesia tanpa adanya 
perjanjian bilateral, dipidana dengan pidana denda paling 
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
34. Di Pasal 434 disebutkan bahwa setiap orang yang 
mengoperasikan pesawat udara kategori transpor tidak 
memenuhi persyaratan keamanan penerbangan 
sehingga mengakibatkan kecelakaan pesawat udara dan 
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kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
35. Didalam Pasal 435 dinyatakan bahwa setiap orang yang 
masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan 
terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika 
secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
 
36. Di Pasal 436 disebutkan bahwa : 
(1) Setiap orang yang membawa senjata, barang dan 
peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat 
udara atau bandar udara tanpa izin huruf d, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. 
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda 
dipidana dengan pidana penjara paling 8 (delapan) 
tahun. 
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaiman adimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun. 
37.  Selanjutnya dalam Pasal 437 disebutkan bahwa : 
(1) Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang 
membahayakan keselamatan penerbangan dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. 
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan kecelakaan atau kerugian 
harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 8 (delapan) tahun. 
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(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun. 
38. Dalam Pasal 438 dinyatakan bahwa : 
(1) Kapten penerbang yang sedang bertugas yang 
mengalami keadaan berbahaya atau mengetahui 
adanya pesawat udara lain yang diindikasikan sedang 
menghadapi bahaya dalam panerbangan, tidak 
memberitahukan kepada unit pelayanan lalu lintas 
penerbangan sehingga berakibat terjadinya 
kecelakaan pesawat udara dan kerugian harta benda, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 
(delapan) tahun. 
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun. 
39.  Di Pasal 439 disebutkan bahwa : 
(1) Setiap personel pelayanan lalu lintas penerbangan 
yang pada saat bertugas menerima pemberitahuan 
atau mengetahui adanya pesawat udara yang berada 
dalam keadaan bahaya atau hilang dalam 
penerbangan tidak segera memberitahukan kepada 
instansi yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang 
pencarian dan pertolongan sehingga mengakibatkan 
kecelakaan pesawat udara dan kerugian harta benda, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 
(delapan) tahun. 
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana 
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dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun. 
40. Di Pasal 440 dinyatakan bahwa setiap orang yang 
merusak atau menghilangkan bukti-bukti, mengubah 
letak pesawat uadara, mengambil bagian pesawat udara 
atau barang lainnya yang tersisa akibat dari kecelakaan 
atau kejadian serius pesawat udara dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda 
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
41. Dalam Pasal 441 disebutkan bahwa tindak pidana di 
bidang penerbangan dianggap dilakukan oleh korporasi 
apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang 
bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk 
kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja 
maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan 
korporasi tersebut, baik sendiri maupun betsama-sama. 
42. Lalu dalam Pasal 442 disampaikan bahwa dalam hal 
panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk 
menghadap dan penyerahan surat panggilan 
disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus 
berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di 
tempat tinggal pengurus. 
43. Dan pada Pasal 443 diuraikan bahwa dalam hal tindak 
pidana di bidang penerbangan dilakukan oleh suatu 
korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap 
pengurusnya , pidana yang dapat dijatuhkan terhadap 
korporasi berupa pidana denda dengan pemberantasan 3 
(tiga) kali dari pidana denda yang ditentukan dalam bab 
ini. 
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B. Pertanggungjawaban Pidana Kapten Penerbang Terhadap 
Kecelakaan Pesawat Udara 
1. Perbuatan Kapten Penerbang yang Termasuk Tindak 
Pidana Terhadap Kecelakaan Pesawat Udara 
Dalam suatu kecelakaan pesawat udara yang memegang 
peran penting adalah kapten penerbang (pilot), karena kapten 
penerbang mempunyai peranan terpenting dalam suatu 
penerbangan. Sejak pintu pesawat ditutup dan pesawat 
diterbangkan maka tanggungjawab secara operasional ada 
pada Pilot inCommand (PiC) atau Captain Pilot. Unsur 
kesalahan yang terkandung dalam kesalahan prosedur yang 
dilakukan oleh pilot sehingga menimbulkan kecelakaan adalah 
bila terjadi kelalaian, kesembronoan, kesengajaan, atau 
tindakan yang merusak, yang dipengaruhi oleh faktor psikologis 
seorang pilot dalam menjalankan profesinya. 
Dalam KUHP Pasal 479 g dan 479 h menyatakan seseorang 
yang karena kealpaannya ataupun dengan sengaja 
mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai 
atau merusak pesawat udara dipidana dengan pidana penjara 
selama-lamanya lima tahun apabila karena perbuatan tersebut 
timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan dipidana dengan 
pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika perbuatan itu 
menyebabkan matinya orang lain. Kedua pasal tersebut dapat 
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dikenakan kepada kapten penerbang (pilot) dalam suatu 
kecelakaan pesawat udara karena selama penerbangan yang 
memiliki peranan penting terhadap suatu penerbangan mulai 
dari take off sampai dengan landing adalah kapten penerbang 
yang menjaga, mengawasi, dan menjalankan seluruh sistem 
operasional pesawat udara termasuk menjaga keamanan dan 
keselamatan seluruh penumpang selama penerbangan. Dan 
apabila terjadi suatu kecelakaan pesawat udara tidak menutup 
kemungkinan bahwa kecelakaan pesawat udara tersebut 
diakibatkan oleh kesalahan, kelalaian, ataupun kesengajaan 
kapten penerbang dalam pelaksanaan penerbangan. 
Jika dipikirkan secara logika tidak mungkin seorangkapten 
penerbang (pilot) sengaja merusak atau membuat celaka suatu 
pesawat udara, namun hal itu mungkin terjadi apabila kapten 
penerbang melakukan kesalahan prosedur dalam penerbangan. 
Kapten penerbang berhak mengambil keputusan dan langkah-
langkah yang harus diambil selama penerbangan berlangsung, 
tetapi keputusan tersebut terbatas dalam lingkup yang 
diarahkan oleh semakin tingginya kecepatan pesawat udara, 
peralatan komunikasi yang harus mengikuti pengarahan yang 
diberikan oleh darat. Pasal 12 Konvensi Chicago 1944 mengatur 
lalu lintas udara yang harus dipatuhi oleh para kapten 
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penerbang, ditambah lagi ketentuan Annex 2 Konvensi Chicago 
1944 yang mengharuskan kapten penerbang mengikuti arahan. 
Wewenang kapten penerbang ditekankan dalam Annex ini, 
kapten penerbang is responsible for the operation of the aircraft 
dan mempunyai final authority as to the disposstion of the 
aircraft while he is in command. Pada prinsipnya kapten 
penerbang mempunyai wewenang tunggal dan tergantung 
padanya, hal ini sering digunakan sebagai dasar hukum proses 
pengadilan. Ada banyak contoh kecelakaan pesawat udara 
yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri, dimana telah 
terbukti bahwa kecelakaan pesawat udara tersebut diakibatkan 
oleh karena kesalahan prosedur yang seharusnya dilakukan 
oleh kapten penerbang (pilot). Misalnya  : Kasus Dames Ficher 
vs Sabena pada bulan Mei 1950, kapten penerbang dituduh 
tidak tetap berhubungan dengan darat maupun IFR untuk 
pergerakan pesawat udara. 
Menurut hakim tindakan kapten penerbang tersebut tidak 
sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebenarnya kapten 
penerbang dapat mengambil tindakan untuk mengatasi masalah 
yang dihadapi. Di dalam kasus Finfera vs Thomas dalam tahun 
1941 yang menyangkut tabrakan pesawat udara dengan 
pesawat udara di darat dekat Bandar Udara Detroit, dikatakan 
kondisi cuaca dalam keadaan baik, kapten penerbang 
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mengabaikan pembatasan dan hubungan dengan menara 
pengawas. Hakim mengatakan menara pengawas adalah 
kelengkapan sedangkan keputusan akhir sepenuhnya berada 
pada kapten penerbang. Demikian pula dengan British Airways 
GA-HPN tanggal 31 Oktober 1951 kapten penerbang tidak hati-
hati dalam pengambilan keputusan pendaratan dalam kondisi 
cuaca yang kurang mendukung. 
Selain diatur dalam KUHP, Indonesia juga memiliki Undang-
Undang lain yang mengatur mengenai penerbangan yaitu UU 
No. 1 Tahun 2009 yang masih berlaku dan digunakan sampai 
saat sekarang. Mengenai tindak pidana yang dilakukan seorang 
kapten penerbang (pilot) dalam suatu kecelakaan pesawat 
udara diatur dalam Pasal 411, Pasal 422 dan Pasal 438, yaitu : 
a. Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2009 
“Setiap orang dengan sengaja menerbangkan atau 
mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan 
keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, 
dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik 
orang lain dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” 
 
Yang dimaksud dengan menerbangkan pesawat udara yang 
membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang, 
barang dan penduduk misalnya adalah apabila seorang 
kapten penerbang menerbangkan pesawat di bawah 
ketinggian dan kecepatan yang ditentukan. Sebagai contoh 
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adalah kasus pesawat militer AS yang menabrak gantole di 
Italia, hal tersebut terjadi karena pilot tersebut melanggar 
batas ketinggian dan kecepatan yang telah ditetapkan. Dan 
contoh di Indonesia adalah pesawat Garuda Indonesia yang 
tergelincir di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta yang mendarat 
tidak sesuai dengan prosedur pendaratan yang seharusnya 
yang mengakibatkan matinya orang lain dan kehilangan 
harta benda. 
 
b. Pasal 422 UU No. 1 Tahun 2009 
Ayat (1) : “Setiap orang dengan sengaja 
mengoperasikan bandar udara tanpa memenuhi 
ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan 
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 
3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 
 
Tidak hanya pesawat yang harus memenuhi standar 
keamanan dan keselamatan, namun Bandar Udara yang 
digunakan untuk proses penerbangan juga harus memenuhi 
standar keamanan dan keselamatan sebelum digunakan 
pesawat udara untuk landing maupun take off. Mengenai 
ketentuan keamanan dan keselamatan penerbangan diatur 
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah25. Dan apabila hal 
perbuatan yang dimaksud dalam pasal 1 tersebut 
                                                          
25
  PP nomor 3 tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan 
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menimbulkan kerugian harta benda seseorang dipidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sedangkan apabila 
menyebabkan matinya orang dipidana penjara paling lama 
15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
c. Pasal 438 UU No. 1 Tahun 2009 
Ayat (1) : “Kapten penerbang yang sedang bertugas 
yang mengalami keadaan berbahaya atau 
mengetahui adanya pesawat udara lain yang 
diindikasikan sedang menghadapi bahaya dalam 
penerbangan, tidak memberitahukan kepada unit 
pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 354 sehingga berakibat 
terjadinya kecelakaan pesawat udara dan kerugian 
harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 8 (delapan) tahun.” 
 
Ayat 2 : “Dalam hal tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya 
orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun.” 
 
Dalam Pasal 354 dikatakan bahwa kapten penerbang yang 
sedang bertugas yang mengalami keadaan bahaya atau 
mengetahui adanya pesawat udara lain yang diindikasikan 
sedang menghadapi bahaya dalam penerbangan wajib 
segera memberitahukan kepada unit pelayanan lalu lintas 
penerbangan, apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh 
kapten penerbang maka kapten penerbang tersebut 
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bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan pesawat 
udara tersebut dan dapat dikenakan hukuman pidana 
terhadapnya. 
2. Pertanggungjawaban Kapten Penerbang Terhadap 
Kecelakaan Pesawat Udara 
Walaupaun kapten penerbang mempunyai wewenang 
tunggal untuk membuat keputusan, kapten penerbang harus 
mematuhi dan mengikuti standar rekomendasi standar 
Internasional. Salah satu rekomendasi standar tersebut adalah 
penggunaan Visual Flight Rules (VFR) harus memenuhi 
persyaratan penglihatan ke depan dan jarak awan secara 
vertikal maupun horizontal. Kecuali telah memperoleh 
persetujuan dari unit lalu lintas udara, pesawat udara tidak 
dapat tinggal landas atau mendarat di Bandar Udara zona 
pengawasan (control zone) atau memasuki zona lalu lintas 
udara aerodrome26. Sebagaimana disebutkan di atas, 
pelayanan pemandu lalu lintas udara telah dilengkapi dengan 
Instrument Flight Rute (IFR) dan Visual Flight Rules (VFR) di 
dalam pengawasan ruang angkasa. Di dalam pelayanan ini 
apabila mungkin kapten penerbang harus konsultasi dengan 
area control, dalam hal tidak tersedia area control harus 
                                                          
26
  Sebuah lapangan yang dilengkapi dengan menara dan jelas serta sebagai akomodasi 
bagi penumpang dan kargo 
64 
 
berhubungan control centre atau approach control service atau 
aerodrome control tower. 
Pelayanan lalu lintas udara untuk menjamin arus lalu lintas 
udara secara efisien, pemisahan penerbangan antara pesawat 
udara satu dengan pesawat udara lainnya, koordinasi 
pengawasan lalu lintas udara, koordinasi penyerahan 
tanggungjawab pemanduan, koordinasi pemberian izin terbang. 
Disamping itu juga pengawasan pergerakan pesawat udara, 
orang, kendaraan di Bandar Udara untuk menghindarkan 
bahaya, pergerakan pesawat udara yang menuju ujung 
landasan. Pemanduan tersebut dibantu oleh berbagai lampu 
berwarna merah, kuning, dan hijau, sama seperti halnya di kota-
kota. Warna hijau tidak memberi hak kepada pengemudi yang 
mempunyai sertifikat untuk melakukan perbuatan sekehendak 
hatinya sendiri. Hal ini juga berlaku bagi pesawat udara, kapten 
penerbang tidak bebas sebab mempunyai kewajiban untuk 
mengendalikan pesawat udara dengan nyaman, harus 
melakukan pekerjaannya secara profesional dan tenang pada 
saat kapten penerbang menghadapi keadaan darurat, demikian 
pula kemampuan pergerakan pesawat udara harus memperoleh 
perhatian yang benar-benar, konsekuensi kapten penerbang 
merupakan pengambil keputusan terakhir semua pergerakan 
pesawat udara sejak awal tinggal landas sampai pendaratan 
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berakhir. Pertanggungjawaban pidana ini akan lebih mudah 
untuk dipahami jika kita melihat pada kasus kecelakaan 
pesawat udara yang disebabkan oleh adanya unsur kesalahan 
manusia yaitu kecelakaan pesawat udara Boeing 737 Garuda 
Indonesia GA-200 di Yogyakarta. 
 
a. Posisi Kasus : 
Berdasarkan laporan akhir KNKT, pada hari rabu 7 Maret 
2007  pagi hari sebuah pesawat Udara Garuda Indonesia jenis 
Boeing 737 seri 400 dengan Nomor penerbangan GA-200 
terperosok di Bandara Adisucipto, Yogyakarta. Pesawat 
tersebut mengalami kebakaran setelah terjadi ledakan di badan 
pesawat. Peristiwa ini terjadi sesaat setelah pesawat Garuda 
mendarat di bandara Adisucipto, Yogyakarta, dari Jakarta. 
Ketika melakukan pendaratan kecepatan pesawat saat itu masih 
tinggi, dimana pada saat itu pesawat mendarat kemudian 
mendongak kembali seperti akan naik dan terhempas lagi 
kemudian mendongak lagi dan yang ketiga kalinya terhempas 
lebih keras, satu roda menyentuh landasan, dari samping 
pesawat tampak mengeluarkan bunga api, yang tidak lama 
disertai ledakan. 
Pesawat yang diawaki oleh dua pilot dan lima awak kabin 
serta membawa 133 orang penumpang tersebut, akhirnya 
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terseret keluar landasan sejauh 300 meter. Penyebab 
terbakarnya pesawat Garuda tersebut dikarenakan pilot 
melakukan pendaratan hard landing atau pendaratan keras, 
sehingga roda pesawat tidak berfungsi dengan baik saat 
melakukan pendaratan, yang menyebabkan badan pesawat 
langsung kontak dengan runway dan membuat sayap patah. 
Pesawat jenis boeing ini dioperasikan oleh maskapai 
penerbangan Indonesia dengan IFR (Instrument Flight Rules), 
dimana Pilot Marwoto selaku Pilot in Command (PiC) yang 
berfungsi sebagai pilot yang menerbangkan pesawat berniat 
akan melakukan pendaratan dengan menggunakan fasilitas ILS 
(Instrument Landing System) di landas pacu 09 Yogyakarta. Hal 
ini telah dikomunikasikan kepada co-pilot. Menara control 
Yogyakarta mengizinkan pesawat untuk mendarat secara visual, 
asalkan awak pesawat melapor bila di long final telah melihat 
landas pacu. Sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan 
oleh co-pilot dengan disetujui oleh pilot bahwa pesawat Garuda 
ini akan mendarat menggunakan flaps 30 derajat maka landing 
speed yang diperlukan adalah 140 knot dan membutuhkan 
panjang landasan 4.910 feet. Dengan demikian memungkinkan 
bagi pesawat ini untuk melakukan pendaratan di Bandara Adi 
Sucipto karena bandara ini mempunyai panjang landasan 7.200 
feet. 
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Namun perhitungan yang dilakukan oleh co-pilot yang 
disetujui oleh pilot tidak dilaksanakan oleh pilot ketika akan 
melakukan pendaratan di Bandara Adi Sucipto. Dalam jarak 12 
mil dari landasan 09 Bandara Adi Sucipto ketinggian pesawat 
yang seharusnya 4.000 feet namun saat itu pesawat masih 
dalam ketinggian 5.000 feet, seharusnya pilot melakukan  GO 
AROUND atau memutar lagi pesawatnya untuk mencapai 
ketinggian 4.000 feet dalam jarak 12 mil dari landasan 09. 
Kemudian pilot memerintahkan co-pilot untuk merubah flaps dari 
5 derajat menjadi 15 derajat, sedangkan kecepatan pesawat 
saat itu masih tinggi yaitu 240 knots, perintah tersebut tidak 
dilaksanakan oleh co-pilot karena menurut Standar Operating 
Procedure (SOP) dalam Aircraft Operation Manual (AOM) 
chapter 2.8 operating limitations pada bagian maximum flaps 
Operating Speed mensyaratkan bahwa bila memasang flaps 15 
derajat maka kecepatan maksimum tidak boleh lebih dari 205 
knots dan kondisi pesawat tidak stabilized Approach. Pilot  tetap 
memaksakan pendaratan dengan menukikkan pesawat Garuda 
tersebut untuk mencapai landasan pacu, karena kecepatan 
pesawat terbang melampaui kecepatan operasi dengan wing 
flap maka co-pilot tidak menurunkan flaps sebagaimana yang 
diperintahkan oleh Pilot, selama proses Approach terdengar 
peringatan dan perintah dari GWPS sebanyak lima belas kali, 
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dan co-pilot meminta Pilot untuk melakukan go around. Namun 
pilot tetap melanjutkan approach dengan flaps 15 derajat, dan 
pesawat mencapai glideslope dekat ujung landasan pacu 09. 
Flaps 15 derajat bukan merupakan konfigurasi pendaratan 
(landing speed) yang ditentukan oleh flaps 40 derajat. 
Kecepatan pesawat relatif terhadap daratan (ground seed) 
dengan kecepatan masih 221 knot. 
Pesawat menyentuh landas pacu (touch down) dengan 
kecepatan 221 knot, kelebihan 81 knot untuk pendaratan 
dengan posisi 40 derajat, sedangkan ketika touch down pertama 
kali roda pesawat menyentuh landasan 09 seharusnya roda 
pesawat menyentuh Touch Down Point, namun kenyataannya 
pesawat tersebut ketika menyentuh landasan tidak tepat pada 
Touch Down Point/Zone atau melebihi Touch Down Point/Zone 
setidak-tidaknya melebihi/melewati area sentuh yaitu 704,1 
meter dari ujung landasan 09 sebelah barat dan pesawat 
mengalami loncat-loncat (bouncing) sebanyak 3 (tiga) kali, 
sehingga roda pesawat lepas selanjutnya pesawat meluncur 
tanpa roda depan yang melewati ujung landasan pacu 27, 
melintas jalan, menabrak tanggul yang akhirnya pesawat 
Garuda jenis Boeing 737 seri 400 dengan nomor registrasi PK. 
GZC Nomor penerbangan GA.200 yang dipiloti terdakwa 
menjadi terbakar dan hancur, tidak dapat dipakai lagi serta 
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menimbulkan korban jiwa sebanyak 21 orang meninggal dunia, 
70 orang selamat dan 32 orang luka berat. Pada saat Approach 
dan mendarat, pesawat diterbangkan dengan kecepatan yang 
berlebihan dan sudut yang tajam (steep flight path angel) 
kondisi ini merupakan approach tidak stabil (unstabilized 
approach). PiC tidak mengikuti prosedur perusahaan yang 
menyatakan bahwa bila approach tidak stabil penerbang harus 
membatalkan pendaratan dan melakukan go around. Perhatian 
pilot terpaku (fixated or channelixed) pada usaha untuk 
mendaratkan pesawat di landas pacu. Dia mengabaikan 
peringatan dan perintah dari GWPS, dia juga mengabaikan 
teriakan co-pilot untuk melakukan go around. 
b. Dakwaan Jaksa : 
1. Pertama : 
- kesatu melanggar Pasal 479 f huruf b KUHP dan 
Bahwa ia Terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar 
selaku Pilot Pesawat Garuda Indonesia Jenis Boeing 
737 seri 400 dengan Nomor Registrasi PK-GZC 
Nomor Penerbangan GA.200, pada hari Rabu tanggal 
07 Maret 2007 sekitar pukul 06.57 WIB bertempat di 
Bandar Udara Adisucipto Desa Maguharjo, 
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Terdakwa 
dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, 
menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau 
merusak pesawat udara jika karena perbuatan itu 
mengakibatkan matinya orang. 
 
- kedua melanggar Pasal 479 f huruf a KUHP 
Bahwa ia Terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar 
selaku Pilot Pesawat Garuda Indonesia Jenis Boeing 
737 seri 400 dengan Nomor Registrasi PK-GZC 
Nomor Penerbangan GA.200, pada hari Rabu tanggal 
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07 Maret 2007 sekitar pukul 06.57 WIB bertempat di 
Bandar Udara Adisucipto Desa Maguharjo, 
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Terdakwa 
dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, 
menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau 
merusak pesawat udara jika karena perbuatan itu 
timbul bahaya bagi nyawa orang lain. 
 
2. Kedua : 
- kesatu melanggar Pasal 479 g huruf b KUHP dan 
Bahwa ia Terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar 
selaku Pilot Pesawat Garuda Indonesia Jenis Boeing 
737 seri 400 dengan Nomor Registrasi PK-GZC 
Nomor Penerbangan GA.200, pada hari Rabu tanggal 
07 Maret 2007 sekitar pukul 06.57 WIB bertempat di 
Bandar Udara Adisucipto Desa Maguharjo, 
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Terdakwa 
karena kealpaannya menyebabkan pesawat 
udaracelaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak 
jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya 
orang. 
 
- kedua melanggar Pasal 479 g huruf a KUHP dan 
Bahwa ia Terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar 
selaku Pilot Pesawat Garuda Indonesia Jenis Boeing 
737 seri 400 dengan Nomor Registrasi PK-GZC 
Nomor Penerbangan GA.200, pada hari Rabu tanggal 
07 Maret 2007 sekitar pukul 06.57 WIB bertempat di 
Bandar Udara Adisucipto Desa Maguharjo, 
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Terdakwa 
karena kealpaannya menyebabkan pesawat 
udaracelaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak 
jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa 
orang lain. 
 
3. Ketiga : 
- kesatu melanggar Pasal 359 KUHP atau 
Bahwa ia Terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar 
selaku Pilot Pesawat Garuda Indonesia Jenis Boeing 
737 seri 400 dengan Nomor Registrasi PK-GZC 
Nomor Penerbangan GA.200, pada hari Rabu tanggal 
07 Maret 2007 sekitar pukul 06.57 WIB bertempat di 
Bandar Udara Adisucipto Desa Maguharjo, 
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Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, karena 
salahnya menyebabkan matinya orang. 
 
- kedua melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP 
Bahwa ia Terdakwa Moch. Marwoto K Bin Komar 
selaku Pilot Pesawat Garuda Indonesia Jenis Boeing 
737 seri 400 dengan Nomor Registrasi PK-GZC 
Nomor Penerbangan GA.200, pada hari Rabu tanggal 
07 Maret 2007 sekitar pukul 06.57 WIB bertempat di 
Bandar Udara Adisucipto Desa Maguharjo, 
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, karena 
salahnya menyebabkan orang luka berat. 
 
c. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum : 
1. Menyatakan terdakwa Moch.Marwoto K bin Komar telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 
pidana karena kealpaannya menyebabkan pesawat 
udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak, jika 
karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang 
melanggar Pasal 479 g huruf b KUHP, dan karena 
kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, 
hancur, tidak dapat dipakai atau rusak, jika karena 
perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, 
melanggar pasal 479 g huruf a KUHP sebagaimana yang 
didakwakan dalam dakwaan kedua, kesatu dan kedua. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch.Marwoto K 
bin Komar dengan pidana penjara selama 4 (empat) 
tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
sementara dengan perintah supaya terdakwa segera 
ditahan. 
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara 
sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). 
 
d. Pertimbangan Hakim : 
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap 
dipersidangan serta menimbang keterangan saksi-saksi, 
keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, serta 
pertimbangan lain, maka dengan ini : 
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1. Menimbang, bahwa dasar hukum investigasi (investigasi 
legal ground) dalam hukum Internasional adalah Pasal 26 
Konvensi Chicago 1944. Menurut pasal tersebut setiap 
Negara anggota wajib melakukan investigasi kecelakaan 
pesawat udara yang terjadi di wilayahnya sepanjang 
hukum nasional Negara tersebut mengizinkan maka tata 
cara investigasi kecelakaan pesawat udara harus 
mengacu pada ketentuan Konvensi Internasional. 
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional 
lebih tinggi disbandingkan dengan hukum Internasional. 
2. Menimbang bahwa sebagai perbandingan, dalam kasus 
kecelakaan DC 8-61 tanggal 9 Februari 1982 di Tokyo, 
Garuda Indonesia di Fakuoka, polisi metropolitan Tokyo 
(Tokyo Metropolitan Police) bersama-sama mengadakan 
investigasi dengan AAIB (Aircraft Accident Investigation 
Board-Badan Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara). 
Masing-masing menjalankan tugasnya, polisi 
mengadakan penyidikan kemungkinan adanya tindak 
pidana, AAIB mengadakan investigasi penyebab 
kecelakaan. Laporan yang terdiri dari 246 halaman 
tersebut disamping memuat penyebab kecelakaan juga 
memuat adanya tindak pidana yang dapat diajukan ke 
pengadialn. Pelaksanaan investigasi diadakan dengan 
koordinasi antara Polisi dan Badan Investigasi 
kecelakaan Pesawat Udara (di Indonesia adalah KNKT). 
Dalam koordinasi tersebut disepakati bahwa inspesi ke 
lokasi kecelakaan diadakan konsultasi satu terhadap 
yang lain, semua alat bukti yang secara phisik diperlukan 
oleh polisi sebagai alat bukti di pengadialan dikuasai oleh 
polisi. Namun demikian polisi memberi wewenang penuh 
pada analisis FDR dan CVR. 
3. Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang 
terungkap dipersidangan majelis hakim berpendapat 
bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut lebih mendekati 
pada unsure dakwaan KEDUA- ke satu yaitu melanggar 
Pasal 479 g huruf b KUHP dan kedua melanggar Pasal 
479 g huruf a KUHP yang unsure-unsurnya sebagai 
berikut : 
a. Barang siapa; 
b. Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara 
celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak; 
c. Karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang; 
d. Karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang 
lain; 
4. Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak 
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sependapat terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum 
terutama masalah penjatuhan pidananya oleh karena 
sudah ada upaya-upaya penyelamatan yang dilakukan 
terdakwa dari sejak persiapan take off, dan dalam jelajah 
tetapi dalam persiapan tahapan landing terdakwa telah 
lalai ketika terdakwa merasa ada ketidakberesan pada 
saat tahapan landing, oleh karenanya Majelis Hakim 
akan menjatuhkan pidana sesuai tingkat kesalahan pada 
diri terdakwa, apalagi tujuan dari pemidanaan bukanlah 
untuk membalas dendam, akan tetapi agar dikemudian 
hari tidak terulang kejadian tersebut dan menjadi 
pelajaran bagi pilot-pilot lainnya agar lebih berhati-hati. 
 
e. Amar Putusan : 
1. Menyatakan terdakwa Moch.Marwoto K bin Komar telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan 
pesawat tidak dapat dipakai atau rusak, mengakibatkan 
matinya orang dan menimbulkan bahaya bagi nyawa 
orang lain. 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. 
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan 
yang dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini 
berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan. 
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). 
 
f. Komentar dan Analisa Penulis 
Penetapan Kapten Moch. Marwoto K Bin Komar sebagai 
Terdakwa atas kasus kecelakaan pesawat Garuda Boeing 737 
di Bandara Adisucipto, Majelis hakim berpendapat bahwa dari 
fakta-fakta hukum tersebut lebih mendekati unsur dakwaan 
KEDUA – ke satu yaitu melanggar Pasal 479 g huruf b KUHP 
dan kedua melanggar Pasal 479 g huruf a yang menyebutkan:  
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“Barang siapa karena kealpaannya menyebebkan pesawat 
udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak, dipidana : 
a. dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika 
karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain; 
b. dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika 
karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang;” 
 
Jika dasar sangkaan terhadap Terdakwa adalah pasal 479 g 
huruf b dan a KUHP, maka yang menjadi penyebab kecelakaan 
menurut Pasal tersebut adalah kelalaian (kealpaan). 
Menurut doktrin hukum pidana, schuld yang sering 
diterjemahkan dengan kesalahan terdiri atas kesengajaan dan 
kealpaan. Kedua hal tersebut dibedakan. Kesengajaan adalah 
dikehendaki, sedang kealpaan adalah tidak dikehendaki. 
Umumnya para pakar sependapat bahwa kealpaan adalah 
bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Itulah 
sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap 
peLanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan 
lebih ringan. 
Pada umumnya kealpaan (culpa) dibedakan atas : 
1. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal ini 
pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya 
suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, 
toh timbul juga. 
2. Kealpaan tanpa kesadaran (onbeswute schuld). Dalam hal 
ini, pelaku tidak membayangkan atau menduga akan 
timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman 
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oleh undang-undang, sedang ia seharusnya 
memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. 
Guna memahami dengan seksama tentang kealpaan tidak 
berlebihan jika dicermati contoh-contoh yang diutarakan oleh 
Prof. Satochid Kartanegara sebagai berikut: “Seorang 
pengendara mobil di jalan kota menubruk orang. Dalam hal ini 
pun harus diselidiki apakah opzet atau culpa yang ada pada si 
pengemudi. Dalam hal ini pun harus ditinjau pula masalah – 
masalah yang meliputi perbuatan si pengemudi. Misalnya, 
mungkin tadi mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi di 
tempat yang ramai, karena remnya rusak atau ia sedang 
mabuk. Dengan meninjau masalah itu dapat ditentukan apakah 
pada si pengemudi terdapat culpa atau opzet dengan 
kesadaran akan kemungkinan”.  
Hal ini pun sama dengan kasus kecelakaan pesawat Garuda 
Indonesia Boeing 737 yang dipiloti oleh Terdakwa. Setelah 
memperhatikan amar putusan tersebut diatas, terlihat bahwa 
hakim mengambil pertimbangan dalam menjatuhkan putusan 
terhadap terdakwa sudah sangat tepat yang menjatuhkan 
putusannya dengan dakwaan KEDUA – ke satu yaitu melanggar 
Pasal 479 g huruf b KUHP dan kedua melanggar Pasal 479 g 
huruf a KUHP.  Disini terlihat bahwa sejak persiapan sebelum 
take off terdakwa telah mengikuti prosedur, demikian pula ketika 
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akan take off lampu reverse menyala hingga pada ketinggian 
4000 feet terdakwa telah call out “wah ada yang gak beres nih” 
dan sudah mengadakan koreksi dengan mematikan autopilot 
sebagaimana prosedur AOM. Dalam situasi yang sangat 
genting terdakwa berusaha menaikkan hidung pesawat di atas 
glide path agar pesawat tidak menghujam tanah sebelum 
mencapai landasan pacu 09, selain itu terdakwa pun berusaha 
memutar manual wheel pada ketinggian 2500 feet dengan 
menggunakan tangan kanannya untuk me recover tetapi tidak 
berhasil sebab saat menjelang proses landing terjadi kemacetan 
pada kemudi naik turunya yang disebakan stabilizer jammed 
maupun elevator jammed yang hanya dirasakan pada control 
coloumn, akibatnya kecepatan pesawat menurun semakin 
bertambah walaupun gas/power dalam keadaan idle/langsam 
sehingga kecepatan pesawat yang melebihi 200 knot pada saat 
menyentuh landasan tersebut bukan karena kehendak maupun 
karena kenekatan terdakwa akan tetapi konsekuensi hidung 
pesawat (nose) yang tidak dapat dinaikan di atas horizon. Maka 
berdasarkan fakta dipersidangan bahwa seluruh rangkaian 
kejadian di cockpit hingga landing mencapai landasan dengan 
berbagai akibat resikonya merupakan keputusan seorang 
kapten penerbang dalam rangka menyelamatkan pesawat dan 
seisinya atau setidaknya upaya meminimalisir resiko. 
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Dalam hal ini terungkap bahwa Kapten Penerbang (pilot) 
Moch.Marwoto Komar yang tergolong sudah senior di Garuda 
Indonesia telah mengikuti medical check up pada 9 Oktober 
2006 dan professional pada 13 September 2006 yang memiliki 
jam terbang lebih dari 15 ribu jam terbang, Penulis berpendapat 
faktor kesalahan manusia cenderung terjadi dalam kasus 
kecelakaan ini. Indikasi itu terlihat pada saat Terdawa memutar 
sendiri manual stabilizer tread wheel tanpa memberitahu Pilot 
Monitoring (PM), padahal seharusnya dilakukan berdua apabila 
dalam kondisi jam karena terdakwa selaku kapten penerbang 
menahan Flight Control, sedang PM seharusnya yang memutar 
play jol stabilizier. Sebagaimana keterangan ahli di muka 
persidangan harusnya kapten penerbang menginformasikan 
adanya kelainan tersebut kepada PM sehingga kapten 
penerbang tidak bekerja sendiri dan dibantu oleh PM 
sebagaimana filosofinya “two man cockpit crew coordination” 
yang berarti dalam menerbangkan pesawat tidak bisa sendiri 
harus berdua kapten penerbang dan pilot monitoring, tetapi hal 
ini tidak dilakukan dengan alasan selain time limit (keterbatasan 
waktu) untuk mengevaluasi, terdakwa juga belum bisa 
memastikan jenis kemacetan apa, apakah stabilizier atau 
elevator dikarenakan stabilizier jammed dan elevator jammed 
sama-sama dirasakan berat di control coloumn/kemudi. 
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Berdasarkan analisa kasus diatas Penulis dapat 
menyimpulkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi akibat 
kurangnya koordinasi antara awak pesawat sebagai satu tim. 
Seharusnya Co-Pilot juga bertanggungjawab atas keselamatan 
penerbangan dan harus bertindak tegas dalam mencegah 
terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan prosedur 
(SOP). Oleh karena itu sesuai dengan syarat kelalaian yang 
menyatakan bahwa barang siapa dalam melakukan suatu 
perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang seperlunya, 
maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadi akibat yang 
tertentu itu karena kelakuannya, bilamana suatu keadaan, yang 
sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau 
mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian 
besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi maka itu adalah 
kesalahan karena kelalaian. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan 
sebelumnya maka yang dapat menjadi intisari dari permasalahan 
hukum sebagai kesimpulan adalah sebagai berikut : 
1. Perbuatan yang termasuk dalam lingkup tindak pidana di bidang 
penerbangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 
adalah : 
a. Mengoperasikan pesawat udara Indonesia ataupun asing 
yang memasuki kawasan udara terlarang. 
b. Mengoperasikan pesawat udara Indonesia ataupun asing 
yang memasuki kawasan  udara terbatas. 
c. Memproduksi atau merakit pesawat udara ataupun mesin 
pesawat dengan tidak memiliki sertifikat produksi. 
d. Mengoperasikan pesawat udara yang tidak mempunyai 
tanda pendaftaran. 
e. Memberikan tanda-tanda atau mengubah identitas 
pendaftaran. 
f. Mengoperasikan pesawat udara yang tidak memenuhi 
standar kelaikudaraan. 
g. Mengoperasikan  pesawat udara yang tidak memiliki 
sertifikat operator pesawat udara. 
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h. Mengoperasikan pesawat udara yang tidak memiliki sertifikat 
pengoperasian pesawat udar. 
i. Tiba ataupun tinggal landas dari Bandar Udara yang tidak 
sesuai dengan ketentuan. 
j. Sengaja menerbangkan dan mengoperasikan pesawat udara 
yang membahayakan pesawat udara. 
k. Selama penerbangan melakukan perbuatan yang dapat 
membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan. 
l. Personel pesawat udara yang melakukan tugasnya tanpa 
sertifikat kompetensi, dan lain sebagainya. 
2. Pertanggungjawaban pidana Kapten Penerbang terhadap 
kecelakaan pesawat udara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2009 adalah Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2009 dan 
Pasal 438 UU No. 1 Tahun 2009, dimana kedua Pasal tersebut 
dapat menjadi dasar meminta pertanggungjawaban pidana 
kepada Kapten Penerbang (pilot) dalam hal sengaja 
menerbangkan pesawat udara yanag membahyakan keamanan 
dan keselamatan penerbangan ataupun kelalaiannya untuk 
tidak memberitahukan kepada pihak ketiga bahwa pesawatnya 
ataupun pesawat yang lain berada dalam keadaan bahaya. 
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B. Saran 
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka yang dapat menjadi 
saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Dengan melihat berbagai penyebab kecelakaan pesawat udara, 
maka harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah 
dengan pihak perusahaan penerbangan. Pemerintah bisa 
dengan cara menyediakan sarana dan prasarana bandar udara 
yang baik, keamanan yang terjamin, sehingga tidak ada lagi 
peluang bagi pelaku sabotase, pembajak untuk dapat masuk ke 
dalam pesawat udara. Sedangkan dari pihak penerbangan 
harus menjamin bahwa pesawat beserta awaknya harus dalam 
keadaan baik dan memenuhi peraturan seperti yang 
dipersyaratkan. 
2. Dalam pertanggungjawaban pidana Kapten Penerbang (pilot) 
selaku pemegang peran penting dalam suatu penerbangan, 
yang menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan serta 
pengambil keputusan apabila pesawat udara dalam keadaan 
bahaya atau darurat harus dapat dibuktikan dengan data-data 
yang ada dan barang bukti yang ada di lokasi kejadian 
mengenai kecelakaan pesawat udara tersebut, shingga 
pertanggungjawaban pidananya dapat dilakukan terhadap 
kapten penerbang tersebut dengan tujuan kapten penerbang 
(pilot) lain dapat lebih berhati-hati dan tanggap dalam 
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mengambil keputusan yang tepat untuk penanganan ataupun 
antisipasi yang harus dilakukan apabila pesawat udara dalam 
keadaan bahaya dan harus melakukan tindakan cepat agar 
keamanan dan keselamatan penerbangan tetap terjaga. 
 
. 
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